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Andika Lay
Borneo Tribune, Pontianak
PEMERINTAH Kota

(Pemkot) Pontianak kembali
memperoleh predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
untuk keduakalinya dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Republik IndonesiaPerwakilan

| Kalbar. WTP merupakan opini

Pemkot
Pontianak

atau peniléian tertinggi dari
BPK Rl atas Laporan Pengele-
laan Keuangan dan Aset-Aset

daerah. ,
Menurut Kepala Perwakilan
Kalbar BPK RI, Adi Sudibyo
opini yang diberikan sebagai
hasil pemeriksaan yang telah
dilaksanakan merupakan per-
nyataan profesional pemeriksa
«..Ke Halaman -11

Pemkot Pontianak Kembali Raih WTP

mengenai -kewajaran atas
penyajian laporan keuangan
yang didasarkan pada
kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP), kecukupan pengung-
kapan (adequate disclosure),
kepatuhan terhadap pera-
turan perundang-undangan,
serta efektivitas Sistem Pe-
ngendalian Intern (SPI).
“Berdasarkan kriteria ter-
sebut, kami nyatakan penda-
pat Wajar Tanpa Pengecua-
lian Dengan Paragraf Penje-
lasan (WTP DPP) atas LK
Pemerintah Kota Pontianak
dan Wajar Dengan Pengecu-

alian (WDP) atas LK Kabu- *

paten Pontianak,” kata Adi

-Sudibyo, Selasa (28/5) lalu.- -

Dikatakan olehnya, dari
tujuh kelemahan SPI yang
ditemukan BPK RI dalam
LK Pemerintah Kota
Pontianak, tiga diantaranya
adalah, penatausahaan per-
sediaan obat dan barang pa-
kai habis pada RSUD Kota
Pontianak belum tertib, pe-
ngelolaan aset tetap Peme-
rintah Kota Pontianak TA
2012 belum dilakukan seca-
ra memadai, dan perolehan
aset dari dana belanja ope-

rasional sekolah belum dica-'

tat dalam neraca dan belum
diadministrasikan secara
memadai.

Sedangkan yang

- mempengaruhi pemberian. .

opini pada LK Pemerintah
Kabupaten Pontianak terdiri

-dari satu kelemahan SPIdan - -

tiga temuan kepatuhan, yak-
ni penatausahaan aset tetap
pada Pemerintah Kabupaten
Pontianak masih belum me-
madai, penyalahgunaan
kewenangan oleh petugas
pemungut pajak daerah atas
SSPD TA 2012 minimal se-
besar Rp123.732.000,00,

penyertaan modal Pemerin-

tah Kabupaten Pontianak

pada PDAM Tirta Dharma -

tidak didukung dengan Pera-
turan Daerah, realisasi be-
lanja perjalanan dinas pada
Sekretariat DPRD dan Sek-
retariat Daerah Pemerintah
Kabupaten.Pontianak tidak
sesuai ketentuan sebesar
Rp2.785.741.700,00. Selain
itu juga masih ada temuan
tahun sebelumnya yang be-
lum ditindaklanjuti, yaitu in-

. vestasi non permanen sebe- ..

sar Rp7.692.743.410,00 yang
tidak memadai.

Menanggapi LHP atas
LKPD TA 2012 yang diteri-

ma Pemkot Pontianak, Ke-

‘tua DPRD Kota Pontianak,
Hartono Azas menyampai-
kan terima kasih kepada
Walikota H Sutarmidji yang
telah menjalankan prinsip-
‘prinsip akuntansi pemerin-
tahan yang baik, sehingga
memperoleh opini yang
sama dengan tahun.yang
lalu. :

“Saya harap ini dapat men-

-jadimetivasi bagi pemerintah -

daerah lainnya. Hal-hal yang
menjadi pengecualian bagi
kedua pemerintah daerah
akan menjadi perhatian dan
berusaha untuk memperba-

-ikinya sesegera mungkin,”

kata Hartono Azas.

Dijelaskan olehnya, DPRD | .

juga akan selalu menjalan-
kan fungsi pengawasan yang
lebih menekankan pada

- pembinaan dan koordinasi.

Hal senada juga disampai-
kan oleh Walikota Pontianak
H. Sutarmidji yang mengha-
rapkan bersama dengan

DPRD, pemerintah daerah
dapat terus berbenah, se-..

hingga semakin hari sema-
kin baik. O
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